Dipindai dengan CarnScanney




3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 2 mengamanatkan
bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat diantaranya
melalui sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei/ jajak
pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Pasal 2
Pelaksanaan

1. Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pengurus dan anggota Asosiasi
Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Madiun melalui kegiatan

organisasi dalam berbagai bentuk yang memungkinkan.
2. Pendidikan pengawasan partisipatif kepada pengurus dan anggota Asosiasi
Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Madiun melalui kegiatan dalam

berbagai bentuk yang memungkinkan.
3. Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan

penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Madiun dengan
Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Madiun.

Pasal 3
Masa Berlaku

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dilakukan secara sukarela oleh PARA PIHAK

Pasal 5
Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah
pihak sepakat melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam
keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuatdi  : Kota Madiun
Tanggal : 28 Oktober 2020
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